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IPENMHTgJLUrBN 
Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara 

dua fenomena : iaut dm daat. Mereka menujuMtm 
perbedaan dua dunia dengan perbedaan flora d m  
fauna. Wilayah ini secara ekologi tidak dapat berdiri 
sendiri, karena tergantung pada keseti~nbangm yang 
ada antara berbagai element alam, seperti : angin 
dan air, batu dan pasir, flora dan fauna, yang 
berinteraksi membentuk ekosiskm pesisir yang ~ k .  

Kompleksitas wilayah pesisir sebagai multi- 
14se zone menunbt adanya upaya-upaya pengelolm 
secara terpadu dengan tahapan yang jelas, yaitu 
menakuti siklus p r o g m  (policy cycle). SiMus pro- 
gram ini dimulai dengan identifikasi dan pengkajian 
isu (isszre ider?f@cafion and assessnTent) (Olsen 
ef al, 1999). 

SiMus program pengelolaan wilayah pesisir 
terdiri dari : 
(1) Identifikasi dan pengkajian isu 
(2) Persiapan program 
(3) Adopsi program secara formal dan penyediaan 

dana 
(4) Pelaksanaan Program 
(5) Evaluasi 

Pengalaman global mmpm regional menun1 
bahwa program pengelolaan wilayah pesisir menjadi 
'matang'setelah menyelesaikan seem berturut-tumt 
beberapa siklus program tersebut. Satu siklus dapat 
membutuhkm waktu 8-1 5 tahun. 

Pe~lgelolaan wilayah terpadu (Integrated 
~ontnl~annget??e?2f 1 ICrv3[), d d m  pel aksan 
mencakup keterpadum Sistem, Fungsi dan Waktu. 
Sehingga oleh Cicin-Swn dan Knecht (1 998) 
didefinisih sebagai berikut : 

'ICM is a process hy which rafiorzal deci- 
.si03-1 are made concen~irzg fhe conservation and 
sustnlhahle use of coa,sfnl and ocean resources 
and spclce. The process is designed to overcome 
thefi*~gmenfnfrorz irzhere~zt in single-sec for man- 
agemetzf approaches fishing opera fions, oil and 

gas deveiopment, etc.), in the qli ts  in jurisdic- 
tion among different levels of government, and 
in the land-~vater interface ' 

OIeh karenanya, secara garis besar beberapa 
tugas program ICM addah : 
* Menyebarkan infomasi dm peningkatan 

kepedulim masyarakat 
Mengembangkan perencanam tata ruang y ang 
tepat dan efektif 

* Mengmtisipasi pengaruh-pengmh yang 
bersumber dari daratan 
Mengembmgkan aturan-aturan yang tepat. 

Beberapa unsur-unsw prospehs pelaksanam 
pmgelolaan pesisir ddm era otononri daerah, 

yaitu : 
* Desentralisasi dm otonomi daerah (UU No.2211999 

dan UU No.2511999) 
* Kelembagam di tingkat nasional yang mendukung 

@U) 
* Pengalman Lampung dalam progrm ICM, sejak 

1998 
* Kehendak berbagai pihak untuk bermiba (stah- 

holdt.18.~) 

Kegagalan progrm ICM umumnya terletak 
pada tahap implementasinya, yang sangat ditentukm 
oleh : 
* Kebijakan-kebu akan yang jelas 
* Konsistensi aturan yang dijalankan 
* Sumberdaya pelaksana yang terlatih d m  \Y. 

berpengalman 
Partisipasi masyarakat yang optimal 

* h g g a r d d a n a  yang mencuhpi , 

* Keterpaduan antar sektor dan antar tingkat 
pemerintahan yang efektif. 

PRCbFlL WLLAUAH PESISIR LMPUNC 
Potensi ekonomis penting Wilayah Pesisir 
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Lampung, antaralain : 
Kehutanan ( , TN BBS, GA Krakatau dan 
Tambling) dengan wilayah konservasi 12,8 % 

a Pariwisata bahari (ekowisata), dengan potensi 
obyek wisata di teluk Lampung (18 obyek) 

a Produksi perikanan 190.441 ton (13.3 11 ton 
ekspor dengan nilai US$ 116 juta), mutiara 
-500.000 butirltahun 
Pertambangan miny ak 
Transportasi laut : Ferry 48 triplhari dan Con- 
tainer 70.000/tahm, dll. 

Luas perairan pesisir Lampung, tenllasuk 
wilayah 12 mil laut, adalah : 16.625 km2 
(Pemerintah Propinsi Lmpung,  2000). Wilayah 
pesisir Larnpmg yang mequnyai  garis pantai 1105 
km (GMP, 1998) dengan 184 desa pantai (1 14 
000 Ha), merupsrkm pusat-pusat kegiatm manusia. 
Aktifitas ekonomi di wilayah ini yang utama antara 

,/' lain : kepelabuhannan (penumpang, petikemas, d m  
perikman), pabrik, perikman dan pariwisata massal, 
sehingga terj adi penpsakm habitat karena Avitas 
manusia tersebut. 

Terlihat nyata, bahwa "Kecendemngan yang 
ada saat ini dari pentbahan ekosistem di wilayah 
pesisir addah terjadinya penurunan kapasitas jangka 
panj anp dari sistem ini untuk menyediakm manusia 
dengan suatu kualitas hidup yang cukup dan 

menghasilkatl kesej ahteraan yang langgeng" Beberapa 
indikasi telah terlampauinya daya dukung atau kapasitas 
keberlanjutan dari ekosistem pesisir, seperti 
pencemaran, tangkap lebih (oveujshrr~g), degradasi 
fisik habitat dan abrasi pantai telah tejadi beberapa 
kawasan pesisir di Lampung. 

Kerusakan habitat pesisir, seperti di Pantai Timur 
Lmpung (270 km), selain disebabkan oleh sebab alami 
(erosi pantai), juga diaksel erasi dengan penebangan 
tanaman pelindung paiitai (mangrove) dan konversi 
lahan pantai secara besar-besaran, serta pencemaran 
limbah domestik dan industri. ,Dengan adanya 
peningkam kegiatan "pembangunan", maka wilayah 
pesisir ymg m e m p a h  habitat primer manusia yang 
sehamsny a menj adi semakin baik, tetapi justru 
pengembangan wilayah pesisir menuju ke arah yang 
menyebabkm degradasi habitat. Alhasil, wilayah ini 
sarat dengan konfiik pemanfatan dan konflik 
kewenangan 

Masalah erosi di Pantai Timur Lampung tidak 
bisa dipisahkan dengan sedimentasi (deposisi 
sedimen), addah suatu proses alami pada awalnya. 
Tetapi proses ini sering menyebabkan konflik dengan 
kepentingan di daerah pantai. Konflik tersebut akan 
menjadi besar, apabila aktifitas manusia menambab. 
cepatnya laju erosi pantai, seperti mengadakan 
manipulasi-manipulasi di daerah pantai yang 
sebenamya lnerupakan usaha proieksi daerah pant&, 

Gambar 1. Interpretnsi Citra Landsat Pantai Timur 
8 2 
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Garnbar 2: DAS dan Iradustri di Lampung 

tetapi dampak negatifnya lebih besar dari tujum 
awalnya. Tidak jarang, bahwa proses erosi 
di perparah secara langsung, dengan adany a 
pengembangan atau "pembangunan" di daerah 
pantai (shorefiont-developinenf) yang tidak 
mempertimban&m lingkungm. Sudah menrpakm 
hal y ang urnurn, seperti penebangm mangrove y ang 

- berlebihan untuk p bakan udang di Lmpung 
mususnya pantai timur). Ekploitasi rnmgove sd&n 
&an mempercepat erosi, juga telah rnenyebabkan 

* 

' Intrusi air laut. Sedimkntasi yang rnenyebabkan 
adanya tanah tirnbul di beberapa tempat di Pantai 
Timur telah menyebabkm k emilikm lahan, 
karena status Man dan sistem nya belm j elas. 

Upay a-upaya untuk rnenekm laju erosi pun 
telah dilaksmakan oleh Kanwil/ Dinas Kehutmm 
dengan program reboisasi tanman pelindung p m ~  
(mangrove), nmun  kendala keberhasilm d~ pro- 
gram reboisasi rnasih besar.  pant^ Timur saat 
sekarang hanya tersisa sekitar 2000 ha mangrove 
dari jenis Avicennia dan Rhyzophora. Dinas PU 

telah membuat percontohan 
erosi  pan^ di Muara &ding Mas, 

Larnpung Timur, dengan ' model hnrd-stmcture 
sederhana'unbk 150 m pmjang pantai. 

KEUNGIgA m N C A N A  DAEAM 
$ET&IBUATm R E N C A M  STRAmGIS 
PENGELOLMN PESPSUR 

Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir Larnpung 
yang telah disepakati bersama, dalah: "Temjudnya 
pengeloiaan sumberdaya wilayah pesisir yang 
bemawasan lingkungm dm berkefanjutan yang 
diduleung oleh pe~ngkatan kualitas sumberdaya 
manusia, penaatan d m  penegakm hokum, serta 
penataan ruang untuk te udnya peningkam 
'kesejahteraan rakyat" 

Sedang Visi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di 
Lmpmg, adalah : "Temjudnya pagelolaan pulau- 
pulau kaiL dm llngkungan peAran sekimya s m a  
adil d m  lestai yang berbasls rnasyarakat untuk 
meningkatkm kesej ahterm masywakat setempat' 

Suatu renma strategis dapat hlakukan dengm 
berbagai cara. Dijabarkm dl bawah ini sebuah 
contoh pengorganisasian yang mungknn diiakukan 

akan isu-isu pesisir sebagi fobs 
pengelolaan yang utama. A@& kitamemakaji "isu- 
isu", "ancmm-anman" atau ti& pan@ yanglin 
$dm renma tersebut, pengor&sasian renma itu 

sede~kimmpasehinwterdapat Auahlogrka 
yang sangatnya% ymg mengtliubungkan isu-isu (atau 
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ancsunan-ancaman) dengan sebab-sebab (atau faktor 
y ang mendukung, dsb .), kebij akan-kebij akan dm 
strategi yang disarankm. B dalm sebuah rencana 
strategs ymg ringkas, hmslah j elas kepada pernbacal 
penwna lnengapa &at%--tea ymg diusukan yang 
dipilih dan bagaimana semua hal itu dapat 
mempengamhi kondisi-kondisi yang mendukung 
kepada isu (atau ancaman) wilayah pesisir. 

ISU-ISU 
Masalah-masalah atau isu-isu adalah suatu 

rencana yang bermanfaat untuk memfokuskan 
sebuah rencana strategis. Secara altematif, kita dapat 
mernulai dengan sasaran-sasarm, tujuan-tujuan, 
ancaman-ancaman, peluang-pelumg atau beberapa 
titik pangkal yang lain. Orang lebih menyukai "isu- 
isu" temtama karena kebanyakan orang leblh 
terangsang dm terplkat oleh "masalah-masalah" atau 
"isu-isu" daripada sasaran-sasaran atau tujuan- 
tujuan. (Tentu saja, sebuah fokus pada isu tidak 
mendahului pemanfaatan sasaran-sasaran atau 
tujum-tujuan. Keduanya dapat dipadukan.) 

Bqaimana isu-isu dapat ditentukan? Saya leblh 
suka menentub isu-isu sebagai kondisi-kondisi hasil 
akhir atau darnpak yang orang-orang ingin ubah. 
Mengapa hal ini penting? Pertma, hal itu tidak tedalu 
kebru. Msalnya, "ketiadaan sebuahm 
sumberdaya pesisir" bukanlah suatu "isu" menurut 
defisini ini. Rencana mandemen sumber daya pesisir 
dapat, bila dengan hati-hati dirancang dan diterapkan, 
menin&a&an rencma-rencana pesisir, tetapi itulah 
cara-cara mtuk mencapai sebuah tujum (misalnya 
kondisi-kondisi habitat yang membaik, rnenin&atnya 
keragman biota) daripada sebuah tujuan itu sendiri. 
Kedua, kondisi-kondisi hasil akhir kurang 
kontroversial. Dalam proses keikutsertaan 
masyarakat, banyak orang lebih senang berbicara 
tentang sebab-sebab permasaf ahan, seperti 
pengmbilm ikan atau reklamasi secara tidak sah 
karena diskusi-dl skusi tentang sebab-sebabny a 
Iebih memudahkan mereka untuk melemparkan 
tudingan. Tetapi j ika seseorang perlu menetapkm 
sebuah rencma strategis dmgm kelompok-kd 
masyarakat, mereka hams h&-hati dalam meIm 
kesalahan awal pada kondisi-kondisi bumk wilayah 
pesisir da lm proses perencan 
mud& memperoleh persetujuan dari wakil-wdiJ1 
instansi, warga, Lembaga Swadaya Masyardsat 
(LSM) dan para pelaksma pembangunm sehingga 

kepunahan atau kehancuran batu karang menjadi 
sebuah isu daripada mendapat persetujuan sehingga 
pemasalahannya adalah penggundulan hutan dan 
penyiapan lahan secara besar-besaran - yang 
menimbulkan erosi yang memunahkan batu-batu 
karang. Di sarnping itu, kepunahm batu karang dm 
damp&-dampak yang berkaitan terhadap pencarian 
ikan di wilayah-wilayah t e m b u  karang telah dapat 
diduga oleh rnereka yang memerlukan verifikasi 
empiris. 

Seperti telah sayakmj dalm diskusidiskusi 
kita, "meman-ancam" pesisir dapat pula dipakai 
sebagai suatu kerangka pengorganisasian. Ke dalarn 
ancaman-ancman dapat juga dirnasukkan beberapa 
&bat (seperti habitat yang rusak, mu& air ymg 
tercemar) dengan faktor-faktor peny ebab (misalnya 
praktek-praktek reklamasi atau tidak adanya 
koordinasi antar-instansi pemerintah.) Apakah kita 
memakai "isu-isu" atau "ancaman-ancaman" atau 
beberapa titik pmgkal yang lain tidaklah sepenting 
seperti menunjuMcan hubungan-hubungan antara isu- 
isu, sebab-sebab dan pilihan-pilihan strakgi. 

Jadi isu pengelolam pesisir (nznnagement is- 
sues) adalah netral atau dapat diartikan sebagai 
pernasalahan yang sifatny a negatif (bumk) atau 
positif (baik). Suatu isu negatif, jika isu tersebut 
dibiarkan atau tidak ditangani akan memberikan 
darnpak negatif terhadap kualitas lingkungan atau 
kesej ahteram masy arakat. Sebaliknya isu positif, 
apabila ditangani &an memberikan dmpak positif 
terhadap lingkungm atau menyebabkan peningkatarm 
kesej ahteraan masy arakat. 

Dalam analisis KEKEPAN (Swot), isu-isu 
positif dapat dibedakm menjadi kekuatan (s~ength) 
dan peluang (opportunitL), sedang isu-isu negatif 
dapat dibedakan menjadi kelemahan (weahess) 
dan ancaman (thuents) (Bryzon, 2 995). Narnun 
demikian, dalam identifikasi. isu, dab isu didominasi 
oleh isu negatif, karena manusia mempunyai sifat 
berkeluh-kesah. 

BAB-PENUEBAB 
Untuk sebuah rencana stsategis biasmya lazim 

menyebut kegatan-kegiatm pernanfaatm tanah d m  
air yang mendukung masdah tersebut. Lidah-lidah 
industri dan tempat-tempat pembuangan air yang tidak 
terpelihara mempakm dua penyebab yang jelas di 
sebagan besar kota di Indonesia. Biasmya ti& pedu 
dinyatakan betapa besamya darnpak setiap jenis 
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limbah tercemar bagi kemerosotm mutu air dalam 
sebuah rencma strategis. Adalah memadai dengan 
~nengenali dan menggolong-golongkan sumber- 
sumber utama racun (toksin) dan bakteri (patogen). 
Namun sebelum menginvestasikan milyaran rupiah 
ke dalam pembmwnan instalasi perawatm limbah, 
adalah bijaksana untuk memperkirakan seberapa 
besar investasi masyarakat ib m e ~ l i k i  b p a k  yang 
bemanfmt kepada mutu perairan pesisir. Kadang- 
kadang ada mmfaatnya mem~ukkan bagan-bagan 
sebab-&bat unntk menuaukkan, midnya, seberapa 
jauh kegiatan reklamasi memsak habitat dan 
berpengaruh kepda penduduk. Berbagai penyebab 
timbuhyaisu-isu iag seped Imyapnyahabitat mangrove 
( b h )  bervariasi dari satu ternpat dengm Wpat yang 
1 ain. Msalny a, penebangan mangrove untuk 
kepentinw pembangunm munglcln merupakansebab 
utarna di satu tempat, sementara konversi mangrove 
untuk budidaya tanman dm ikan di kawasan panh 
mun&n menjadi penyebab di tempat yang lain. 
Mengenali tempat-tempat di mana isu-isu berbeda 
timbul addah satu cara mengendi mereka ymg ikut 
sertadalanr identifikasi isu yang Anda dengar menjadi 
kepedulim rnereka. 

SEBAB-SEBAB UANG RaENDUKUNG 
Telah & m u s h  sebab-sebab ymg m 

(atau sekunder) seperti kegiatan-kegiatan atau 
keadaan-keadaan yang secara tidak langsung 
mendukung kondisi-kondisi yang m-kan. Msalnya, 

buhm penduduk dl kawasan pantai b u m a h  
penyebab langsung dari penumnan halitas air d 
hrasanpesisir, @jhtidak&bmgunfasfitasIirnb& 
b m g  untukmengakomodasikan penduduk bmmaka 
kondisi mutu air dapat menunun. Addah dalarn 
pengertian ini tingkat pertumbuhan penduduk 
d imwkms&g& ''xbab yangmendubng". Banyak 
sebab-sebab pendukung bersifat h i s t r a t i f .  Tanpa 
penegakm huhm di kalangan pejabat pemerintah, 

apat membuat pernasalahan lebih buntk. 
Addah tindalitm yang baik untuk mengenali 

instmsi-instansi manay 
"menangani" keatm-keg 
dan menentukm muhr keefektifan manaJemen yang 
ada. Sementara banyak pengmat +at menganggap 

a sebagai tidak mmpu, addah 

ymg ber smgku~t idk  berkemmpuan. 

Sementara masyarakat dapat mengangggap 
departemen yang menprus sektor perikanm sebagai 
bermutu rendah dalam ketidakmampuan atau 
ketidakinginan mereka untuk menghentlkan 
pengeboman ikan, dari sudut pandang instansl yang 
bersmghtsm. Adalah mranglun kelangkam kapal 
dan tenaga penegak peraturm-peram 
yang tidak berdaya sebab-sebab "yang 
nyata". Sampai ke batas b h a  tim perencanam 

%at magenall masalah-madah man4 m e n  
yang spesifik, maka strategi-strated dapat d i s e ~ h  
untuk mem mas$&-masalah ini. 

m m S H  
Addah tindakan yang baik unt& m e n g e ~ ~  di. 

mana isu-isu (ancaman-ancaman) tersebut muncul. 
Sebuah peta sederhana yang dlsertakan ddam 
dokumen, sebagai almat isu, akan dapat membmtu. 

Sebuah isuatau maman 
damp&. Damp&-dmpakjeni 
berupa dmpak lingkungm. asalnya, pengendapan 
yang meningkat dapat merusak 
Kernusnahan dan kemsakan karang mengurmg 
keragman biota. Damp&-damp& kedua acapkali 
bersifat ekononri dm sosid. B 

sedang pen&asilan mereka b e d  dari penangkapan 
ikan. Hal itu juga dapat menekan minat turis dengan 
&bat kerugan bag mereka yang kehidupmnya 
terganhrng pada pariwisata. Sampai batas itu addah 

tuk mengetahui dampak karena 
an biota, hilangnya pendapatanr 

bersifat ekonomi bagi bid% usha,  
tangan (dalam hal ini ddam bentuk 

strategi-strate$ untuk m e w r a n g  erosi) diIakukan 
sdnggajauhlebih dramatis. 

KfEBIJAKAN 
Dalam konteks rencana strategis ini, suatu 

kebij akan adalah suatu pernyataan yang 
menunjukkan program apa yang diharapkm dapat 
t e r ~ a p a i  dan strategi-strategi adalah yang 
menunjukkan bagaimana h d a  bertindak untuk 
mencapainya. (Cara lain untuk menyatakannya 
adalah kebij &an-kebij &an yang menunjukkm ke 

a mengarah, strate@-strategi yang 
menunjukkan jalan yang harus diikuti dan 
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sumberberday a-sumberday a spesifik yang 
di butuhkan bagi strategi-strate@ yang menunju 
jumlah' "bahan bakar7' yang dibutuhkm untuk 
mendorong Anda ke bjuan-tujum Anda). Kebj,iakm- 

akan bersifat spesifik. Menetapkan suatu 
hari untuk pencapaian add 
tetapi h ~ - h a r i  tidak hams dis 
realistis. 

STRATEGI-STIPATEGI 
Strategi-strategi addah kornponen h n c i  dari 

rencana strategis. Waf ini menunjukkm bagaimma 
kondisi-kondisi pesisir diperb~b.  Hubungan an- 
pilihm strate@ dan penyebab-penyebab isu dapat 
menjadi jelas. Secara jelas terdapat banyak cara 
untuk rnemeriksa kondisi-kondisi penyebab. D d m  
pelaksanaan suatu rencana strategis, saya melihat 
manfaat untuk mempedrnbangkan renwa-rencana 
sebelumnya, berblcara dengan para pakar dan 
bertukar pibran dengm para perencma laimya untuk 
mengenali jajm strated yang m g l u n  mtuk setiap 
penyebab. Misalnya, rnemperbaiki mutu air 
kawasan pesisir dapat helibatkan j aj aran strategi 
yang meliputi sej ak dari program-program 
pendidlkan u m m  yang relatif tidak masuk aka1 
sampi kepada pembangunan instalasi penanganan 
tempat pembuangm limbah. Tmtangannya adalah 
untuk mengendtll kombinasi strategi-strategi y ang 
praktis bernilai efektif yang dapat diterapkm pada 

. Pilihm strate@-strate@ final a b n  
bersifat spesifik berkktm dengan instansi-instansi 
yang bertanggung jaw& d d m  pelksanaan d m  
perkiraan biayanya. (Ymg ideal, instansi-instmsi 
yang bertanggung jawab untuk pelaksmaan telah 
dikonsultaslkan lebih dahulu selarna proses 
perencanam atau, lebih baik lag, memiliki wakil- 
w a ~ l n y a  di ddam tim.) Instansi-instansi jangan 
di buat terkejut dengan masuknya mereka ke dalarn 
rencana tanpa sepengetahuan mereka sendiri. 
Melakukm dernikian &an me~ntang pelaksmam 
rencana. (Penelltian menunjukkan bahwa 
kernungkinan pefaksanaan yang efektif sangat 
rneninskatjika instang-instansi yang diberi fanggung 
jawab untuk pelaksanaan agar memahami 
pernasalahan, bagairnana rencana dikembmgkan 
dan mengapa mereka ditugaskan mengemban 
m g p n g  jaw&.) 

Meringkas suatu daftar panj ang strategi. ke 
dalam daftar yang singkat yang akan dimasuMtan 
ke dalam rencana dapat dipandang sebagai suatu 
tugas teknis buat disempurnakan dengan 
menerapkan kriteria evduasi dengan beberapa cara 
yang cerm at. Namun, kelompok-kelompok 
masyarakat d m  satum-satum tugas instansi juga 
dapat bergrrna untuk mengevaluasi strate@-strategi 
yang potensid. Ada bemacam teknik pemrosesan 
kelompok yang dapat dipakai bersama kelompok- 
kelompok untuk rnernpedeh bmtum me& ddam 
mengevaluasi pilihm-pilaan. palam bekerja d e w  
kelompok-kelompok masyarakat d m  satuan-satuan 
tugas instansi add& penting unbk diperjelas apakah 
berbagai perm-perm mereka berada dalm proses. 
Apakah keberadam mereka dalam tim perencanam 
membe~  mereka otoitas mtuk rnenciptakan pilihan 
stfategi-strategi ymg aktual? Biasanya tidak. Lebih 
sering mereka memberi saran atau masukm kepada 
peserta apayang rnereka rnintauntuk dibepikm. d m  
bagaimma masukm rnereka &an digunakan). 

Bagi an strategi add ah kelemahan utama dari 
kebmyakan rencma strategis. Begitu banyak rencma 
berisi "daftar panjmg keinginan" dari strategi yang 
mngkin, semumya m a s k  akal, tetapi sedikit yang 
dievalk dengan h&hati berkenaan denganbiayanya, 

apolitis. M d i h  strat@ yang baik adalah keahlian 
an seni. Di atas segala-gdmya diperlukm pehatim 

yang cennatunhik"lin&ngm penerapan" y m g  akan 
men ap& rencanaters&ut &an bdannpak 
poGti f~hanya kembali menJadi sebuahlprm yang 
memenuhi rak 

PATBK DUGA 
Patok duga terlihat ketika perencanaan- 

perencanaan kuncl dan tugas-tugas pelaksanaan 
terjadi. Patok duga (kadang-kadang disebut "hasil 
antara") kadangkala dapat dlspesifikasikan 
setepatnya, tetapi lebih sering ha1 itu diperkirakm. 
Salah satu nilai utama patok duga bukan mernatok 
orang pada sebuah jadwal (yang berpotensi 
bed&-ubnh), tetapi untuk mengungkapkan se~ara 
jelas lmgkah-langkah dan urutan-urntan sebuah 
perencanaan dan proses pelaksmamnya. 
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UNSUR S SEBUAW mNGANA Instansi, staf dari CRNIP (?) ; 42,2 juta ru- 
STMTEGIS PENGELOLAAN PESISIR piah. 

ISU 
Kemsakan dm kepunahan habitat karang. 

4 

hutan, kegatan-kegiatan reMamasi lhan h k d a t a n -  
keglatan penyiapan lahan di wilayah dekat pantai; 
kehancuran karena lego j angkar oleh kapd-kapd.. 
SEMB-SEBAB PENB) 

Tidak adanya penegakan hukurn terhadap 
penangkapan ikan secaratidak sah dan tidak adanya 
penegakan peraturan yang memadai di bidmg 
reklmasi. 

LOKcfSI 
Di sini diperlihatkan di Lampung, dan di 

tempat-tempat lain berlangsung kemusnahm karang. 

D 
tangkapanikan cfanlenyapnya 

penghasilm kaum nelayan; merosotnya peluang hidup 
para penyelenggara kapal-kapd ~ s a t a  dm para 
pemandu wisata. 

Contoh 1 : "Peles t~an temmbu kaang." 
Contoh 2: "Pemsakan d m  pemusnahm lahm 

dm p e m ~ m  air ymg menrsak atau memusnaNcan 
tenunbu karang." 

suatu mduan tugas 
tlntuk nzelahirkan program terumbu kauang. 
Dalarn satuan tugas itu temasuk wakil-w 
instansi kelautan dan p e l e s ~ m  yangutama, 1 

instansi perencanaan, wakil-wakil kelompok 
penggunalpenggarap dan mungkin LSM-LSRI 
pelestarian pesisir (sebuah rencana strategis 
termasuk membe~ lebih banyak infomasi tentang 
kem~otaan,  batas waktu, d m  sebagainya.) 

Insbmi ymg b e m w n g  jamb: (Siqaymg 
yang menampun sebuah satuan tugas seperti itu di 
h p u n g ? )  

Sumber-sumber daya : Wakil-wakil dari dmi 
(seberapa banyak ?) 

Str ategi 2: Penegah peraturm-peraturm 
yang berm terhadnp penangkapm ikan secara 
tidak sah. 

Instansi yang bertanggung jawab: ? 
Sumber-sumber daya: 4 staf t f b a h a n ,  2 

perahu motor. 

Stsategi 3: Mengem bangka~ szaatza 
pendidikan Eingkungan dan kesad~ran yang 
menyerluruh untuk nzengem bmgkan kesadauan 
mwarakat ltenta~gpenting h n  p e h y a  t e m b u  
karang, rncr~~grtlve dan habitat-habitat pesisir 
lainnya. 

Instansi yang bertanggung jawab : 
BAPEDALDA? 

Sumber-sumber daya : Pakar pendidikm 
mas&& pesisir. 

m s P L  W 
Kurang dwi 2% kems atau kemsnahan 

karang pada d d i r  2001 (Gngkat kerns 
leb& sedikit dari tin&t kehmcuran/kepunahanyang 
s&g bedmgsung). 

SUATU CONTOH DART WENSTFWa 
PESISHlB UNG (Bernda Propinsi 

' Eampung, 2886)) 

Hsu D. Degradasi Habitat WVViIayah Pesisir 
(IMangrov~ Padang Lamun, dan Banhi 
Berpask) 

Habitat penting di sepanjang pesisir Lampung 
meliputi mangrove, temrnbu karang padang lamun, 
pa& berpasir dan hutan pmtai. P m ~  Barat hmpir 
selumhnya didominasi oleh pant& berpasir, hutan 
pantai tipe Baruingtonia, dengan sisipan tanman 
perkebunan rakyat, dan dataran rendah berhutan 
Mermh (Diptmcarpaceae) sebagai kelmjutan dari 
Taman Nasiond Bukit B ~ s m  Selatan 

D.1 .. Manqove __- -__ 
Saat ini, vggetasi mangrove dl Pantai Timur 

L m p m g  telah mengalmi p anfuasan. L&ar 
luasan-a-@@ove yang tersisa bervaiasi dari 0 hingga 

parm vegetasi mangrove di kawasan ini 
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d Akibatyangd 
a P luam vegetasi mangove . P Mtasa i r  . Penwnm basil tangkapan, temtama kepitJng, 

kerang, dmudang . Penurulmpendapatanp 
s Erosi pm&4 meluas h e n a  g 

perlindungm pan6 

hdilkator D.1-8 . Mentngkatnya pengelolam mangrove behasis 
mmyarakat yang bemawasan Enhngan dm 
berkelmjm 

s Tehentuknya kelornpok masyakat pengelda 
mangrwe 
Meningkatnya budidaya tarnbak bemawasan 
l i n h g m  dstn beManjutan 

@ Meningkatnyanilai e k o g a a  e 

SCrategi D.1-1 
Mengembanw progrm p e l e s ~ a n  mangrove 
behasis masyarakat 

o Me~n&atkan ked asma dalam penanggulanw 
ermi  pan^ . Pvfengernbangkan pr pengeldm m b a k  

m 
s Membenwk kelornpok masyarakat dan 

meningkatkan permya dalm pengelolaan mm- 
grove 

SASAWN D.1-2 Rehabilitasi mangrove 

Indikator D.1-2 
Menumny a areal mangove y ang rusak 

s Meningkatnya luas tanaman mangrove yang 
&tanam dm &j aga masyarakat . Meningkatnyahasll tangkapm nelayan baik jeni-s 
maupunjumlahnya 

Strategi D.1-2 . Mengembangkm program dan mdaksanakm 
rehabilitasi mangove bersama masyakat 

o Membanp  sistem monito~ng dm evduasi 
terhadap kegam raab2itasi mangrove . Mengembangkan progrm pend i~an  untuk 
an g ~sia~pengelolaan mangrove 
Mernbuat atau mengadopsi pmduan p r a s  
pengelolaan mangrove dan mengadakan 
bhbingan kepada masy arakat 

SAS D.1-3 :Fernanfaatan tarmah timbd 
untuk jdur hijau 

Indikator D.1-3 . Tidak ada lagi pmguasm dan pengusahaan 
h b u 1  oleh masyarakat . Meningkatnya luas tmamm mangrove & tan& 
h b u l  yang ~ b u h  secara danai dm dijaga 
masywakat 

Strategi D.1-3 
Penegasm terhadap status penggunam dan 
penguasaan tanah .timbd . Meningkatkan perm masyarakat ddm men. aga 
kebersndaan tanah ~mbul 

B. manta; Berpasir 

SASARAN D.3.B-1: PengeloHaan pantai 
berpasir sesraai manfaat ekalogi dan 
ekonomi 

Zndikator D.3.B-1 
Adanya upaya pdbdungan pantai: terhadap erosl: 
secara terpadu 
Adanya lokasi-lokasi perlindungan uratuk 
penelwm peny ymg asepakati bersma 
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Strategi D.3.B-1 
a Mengemban* program pemggulangm erosi 

pantai secara terpadu 
a Sosialisasi dan standarisasi kons 

pengman pantai 
a Mengenddikan danmengatur penambangm batu 

hitarn dm pasir besi 
Mengadakan inven~sasi  dan pernetam lokasi- 
lokasi peneluran penyu 

Isu B. Rendahnya penaatan dan penegakan 
hukuna (dan rendahnya kualitas SDM Ku A) 

Rendahnya penaatan dm penegakan hulcum 
tidak terlepas dari rendahnya halitas surnberdaya 
manusia baik di kdangan rnqarakat m a w  apxat 
penegak hukum yang berada di w2ayah pesisir. 
Lemahnya penaatan dan penegakan 
lain tercerrnin dari sikap da 
masyarakat tentang huhm yang rnasih rendah, 
khususnya yang berhubungan dengm W N o .  5/90 
tentang konservasi smberdaya dam hayati dm 
ekosistemnya, serta UU No.23197 tentang 
pengelolaan lingkungan hidup. 

Beberapa masdah yang sering muncul antasa 
lain banyaknya nelayan ymg menangkap ikan 
dengan cara-cam memsak seped peng&ornm atau 
dengan potas (racm sianida), belum dipatuhinya 
batasbalur penmgkapan yang telah dibuat, dan 
banyaknya penebangan hutan mangrove di daerah 
sempadan pant&. 

Dari sudut penegakan hukum masalah 
pengebornan rnenrpakm masdh  yang komplebs, 
b aik ditinj au dari perahran pemndang-un 
yang ada mmpm s a danprasarana yang 
penegak huhm yang sangat terbatas, sehingga 
pelaksanaan patroli pengawasan tidak dapat 
befi d m  seperti yang diharapkan. 

Penyebab utama rendahnya penaatm dm 

sunberdaya manusia 
yang berhubungan dengan pengetahurn nelayan 

akannya kepentingan sektord 
ransparmya proses pembuatan produk 

Terbatasnya sarana dan prasarana petugas 
penegak 

= Masih lemahnya pelaksanaan sosidisasi produk 
hukum 

Akibat yang ditimbdkan adalah: 
Tedadinya kodik kewenmgan mtar instansi 
Menumnya kearnanan laut 

* Meningkatnya pengebornan dan penggunaan 
jaring trawl 

kepenhngan antar penwna 

Berkurangnya hutan mangrove karena ulah 
a 

e Reklamasi pantai yang ddak berwawasm 
lingkungw dm tidak dilengkapi 

proses p e n a n  oleh 
(pemsahihan) 

e Pencemaran air laut 

A-3 : Peningkatan partisipasi 
aktif masyarakat dalarn pengelolaan wlayraim 
pesisir terpadu 

hdikator A-3 
e Meningkatny a partisipasi masy arakat ddarn 

pengelolaan wilayah pesisir m l a i  proses 
perencanam s a m p ~  pengawasm dm evduasi 

e Meningkatnya masyarakat yang peduli dm 
tanggundawab terhadap surnberdaya ilayah. 
pesisir 

e Meningkatnya perhatian stakeholders dalm 
pengelolam pesisir 

Strategi A-3 
e Mengembangkm partisipasi masyabakat ddm 

pengelolaan vvilayah pesisir 
Pernberday m Lernbaga Swaday a Masy arkat 
Perguruara TinggilSekolahlLembaga Pernektah 
untuk meningkatkan pdsipasi rnasyxakat daIm 
pengelolaan  laya ah pesisir 

* Mengimplementasikan rencana pengelolaan 
wilayah pesisir terpadu 

33-1: Peningkatam kemampuan 
aparat penegak hukum 

Indikator B-1 
Meningkatnya frehensi penyuluhan hukurn 
linghngan untuk aparat penegak hukum dm 
aparat pernerintahan 



Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wayah  Pesisir Terpadu 

a Meningkatnya kemarnpum dm ketermpilan 
aparat penegak hukum 

@ Meningkatnya jumlah personil, sarana, dan 
prasarana penegak hukurn 

* Terciptanya kesamaan persepsi ddarn penegah 
hukum pada thgkat apapat 
Berkurangny a pengmsakan sumberday a dam 
uri1aya.h pesisir 

Strategi B-l 
e Mengadakan pelatihan-pelatihan huku~n 

Ihghngan untuk aparat penegak huhm dm 
aparatur pemerintah (pej abat) 

a Penarnbahan jumlah personil, sarana, dan 
prasarana penegak hukum 

* Mengadakan pela~han dan sirnulasi proses 
peradifian yang sederhana 

SASARAN B-2 : Peningkatan keterlibatam 
masyarakat dalam proses pernbaratan produk 
hukurn, penaatan, dan penegakam hukarm 

Indikator B-2 
* M a jurnlah kasus pemsakan llngkungan 

dm pelanggaran h u h  
* Meningkatnya fiehemi penyuluhm h u h  
* Terangkatnya kasus pdanggaran hukum s a q a i  

ke pengadllan 
a Meningkatnya kernanan di laut 
@ Meningkatnya hasil tangkapm nelaym dm hasil 

anlperikanan di wilayah pesisir 
Berkurangnya kodik pemdaatan sunberdaya 
pesisir antar stakeholders 

* Meningkatny a keterlibatan masy arakat d d m  
proses pernbuatan prod& hukum 

Strategi B-2 .,. 

* Mengintensifkan sosidisasi draft dan prod& 
hukum 

@ Meningkatkan pengadam sama  dan prastsarma 
pengawasan 

6) Meningkatkm frehensi operasi pengawasan di 
l a  

@ Menentukilfl j alur-j alur penangkapm ikan dm 
penggunam lainnya dengan rmbu dm pem 
y ang disepakati bersama 
Mengatur kembdi konsesi pernanfaatan vJilayah 
pesisir sehingga dapat mengakomodasi 
kepentingan semua p 

Membentuk balai penyuluhan pesisir dan kelautan 
@ Melibatkm masyarakat ddam proses pembuatan 

produk h u h  

SAS Ek3 : Peningkatan keterpadualrm dam 
koordiasasi wewemang antar inshnsi 

Indikator B-3 
* Sem&n j elasnya peran, h g s i ,  dan kewemgan 

osedur penindakm 

@ Sm&n m a a b ~ b y a k m & i  Ih-gandayah 
pesisir 

Sbategi B-3 
M e n g d h  penmian kelembagaan 

* Membuat kesepakatan bersarna tentang 
an pengelolaandayah p is i r  

MengembanM operasi pengmanan lmt secara 

t e r p h  

Hsu E. Pencemaram Wsayah Peskir 
Wilayah pesisir mempakan tempat 

asinya segalamacam flrnbah yang &bawa 
iran air, baik limbah cair mmpm pdat. 

S a p a h  sering dithukan berserakan di sepmjang 
anyak di dekat permuban, 

yang membelW@ pant&. 
Pennzukirnan sepeh itu dikategorikm sebagai 
permuEman hmuh yang 
kebersikanlin-gannya 

Dm@ berkernbmgnya 
an dm perkebunan sepanj mg DAS 13. Pesisir 
Lmpung , h s  pencemaran a l h   sung^ 

pdang Bawmg dan S e p ~ )  s e r n ~  m 
mberdaya perairan l 

Sebagan besar masyakat petani tarnbak udang 
amerekatidakterlepas 

sepanjang daerah d i m  

Penyebab utama pencemaran vvilayslh pesisiir 
addah : 
0 mdahny a an s e ~ 4 a n g a m  
dm pesisk terhadap sistm pengolhlitnbah Gair 
yang masukke perairanutnm. 
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e Kurang ketatnya pengawasm limbah oleh instansi 
terkalt 

o Belum j elasny a penerapan s terhadap indwIri 
yang melanggar isi d o b e n  h d a l  dm peraturm 
pemdangan ymg bedah (PP 27/99 tentang h d a l  
dm W 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup). 

* Rendahnya keped-ulianmasy 
pengelolaan smpah dan kebersih linglnrngan 
sekitarnya serta pola b yang rnelbelakangi 
pantai. 

e §amp& dari kegiatanpariwisatamassal 
e Penmgkapan ikan dengan potas (mun sianih) 
e Buangmminyak kotor chi kapal ikan, nelayan, dm 

shagainy a 
&~mbulkan adalah : 

hgkungm dm halitas 
perairan pesisir 

* Kotornya kawasan pantai oleh sampah dan 
menimbulkan bau yang tidakrnenyenangkan mtuk 
daerah h j u n g a n  virisata. 

D Menumnnya kualitas surnber air tanah d m  
meningkatnya wabah penyakit mendx terhadap 
kehidupm m a s y a h t  & pesisir. 
Semakjn menumnnya tingkat keberhasilan 
budiday a pe~kanan ( t a d &  dan mcxriculture) 
dm kegiatan ekonorni laimya (pkvvisata). 

E-f : Melindungi penduduk di 
desa-desa pesisir terhadap gangguan 
keselmatan gebagai akibat bntaminasi 
surnber air hnah 

hdikntor E-1 
Q Terbebasnya sumber air tanah yang digunakan 

penduduk da i  asam sulfida, arnonta, dm bakte~ 
colifoms~uai bakumutunasionalmtukair~um 

Strategi E-l 
@ MengeMbangkan bhbingm masyarakat atau 

kampmye tentang resiko kesehatm karena 

* PerbGkm sistem drainase dm sanitasi lingkungan 
di areal pernukiman 

SAS E-2 : Terciptanya kawasan panhi 
gang bebas dsari Iirnbah padat (sampah) baik 
orgmik maupun non-organ& 

Indikator E-2 
Sernakin bersihnya kawasan paratsu: dari lihnbah 
padat 

* Terbebasnya kawasstn pernukinran panki dari a 

genangm bmjir 
o Sernakin baiknyamekanlme p 

di kawasan pantai 

Strategi E-2 
Mengadakan program kmpanye-kaanpany e 
penangmm §amp& 

@ Mengernbmgkan program penanganan sarnpah 
untuk desa-desa pant& 
Meningkatkm pengeliolam sampah di areal 
pemukiman pesisir 

SASAMN E-3 : PeningkrPtan kualiitas 
perairan pesisis sesuai dengan baku mutu 
nasiond 
Indikator E-3 

Terpenuhlny a stmdar baku mutu air laut sesuai 
pemtukannya 

Strategi E-3 
e Penpatan kelembagaan 
o M e n g e f e M k  opemionalisA p a a n t a m  d m  

pengawasan terhadap surnber-sumber 
pencernxm di daerah hulu ke hilir (em& w m -  
ing system) 

@ Mengemban- penelihstn penmmaran air laut 
* Menysm standar ernisi bumgan ke lmt 

N E-4 : Peningkatan kepeduliala 
stakeholders terhadag kualitas lingkungaa 
wilayah pesisir yang sehat 

Indikatos E-4 
@ Meningkatny a tuntutan dan kepedulian 

masyarakat &an h d i ~  lin-gan sekitar yang 
baik 
Menurunnya wabah penyakit akibat lingkungan 
yang tidak sehat 
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Strategi E-4 
Mengembangkan program penyduhm sanitasi 
lingkungan kepada masyarakat di desa pantai 

Isu J. Ancaman Intrusi Air Laut 
Intrusi air laut ke arah persawahan, khususnya 

di daerah Rawa Sragi, &bat konversi sawah ke 
tambak udang secara besar-besum yang telah 
mencapai sekitar 4000 Ha. Pedu upaya penmg 
yang serius tentaflg pernasalahan alih h g s i  lahan, 
karena keberlanjutan usaha tarnbak udang di daerah 
Rawa Sragi tidak dapat dijamin rnasa depannya 
apabila tidak ada upaya pengelolaan ymg bdk, 
sedang bekas tambak sangat sulit untuk 
dikembalikan lagi menj adi sawah. 

Penyebab utama inmsi air Baa addah : 
an mangrove mtuk pemkirnan dm 

P di P m ~  TFimur 
Masuhya air laut ke sawah 
Eksploitasi air tanah berlebihan 

Sebagai konsehensinya addah : 
e Degradasi halitas air tanah 

Korosi konstruksi bangunan plpalogm di bawah 
tanah 

Indikator 8-1 
Tidak adanya kontminasi air laut terhadap air 
tanah dan air permukam 

Strategi 3-1 
Pengawasm pengarnbilan air tanah 
Mengadakan pengkaJian tentang alihfungsi lahan 

e Mermcang ulang sistern kana1 untuk rnengatur 
keperlum sawah dm tmbak 

Isu 6. Belum ada penataan ruang wilayah 
pesisir 

Penyusunm rencana tab  mang yang telah 
selma ini belurn 

peslslr, baik dalam RTRW 
Kabupaten. Ddarn kenyataannya, pelaksmam 
pernmfaatan rumg dl wilayah pesisir teiah banyak 
tedadi pelanggaran, misalnya pendirim bangunan 
dan atau pengusahaan tambak di sernpadm pantai 
yang menyebabkan msmahutan e dijalw 
hij au (green belt). 

Belum admya penyusunm remana tatamang 

wilayah pesisir berkaitm erat dengan belum admya 
peraturan yang menduhng secara tegas upaya 
penataan ruang wilayah pesisir tersebut. Hal ini 
temyata merupakan salah satu pemicu tedadinya 
kodik kepentingan ymg berkepanjangm. Ko&k 
kepentingan terjadi antasa sekor kehutanan dengm 
perikanan yang berhubungm dengan pemanfaatan 
j alur hij au untuk lamb& perikanan d e w  p e d m  
yang berhubmgan dengafl alih h g s i  lahm sawah 
menj a& tambak, keduanya banyak terj a& di Panhi 
Thm.  Sebagai contoh, kodik kepentingan antara 
nelayan dengan nelayan, nelaym dengan sektor 
perhubulagan. 

Penatam mang mempstkan salah satu usaha 
untuk menekan terj adinya konflik kepentingm 
pemdaatan man& temasuk pemanfaatan mang di 
virilayah pesisir. Pada saat ini &vitas dan jumlalh 
orang yang ingin memanfaatkan 
pesisir semakrn hari semakin rneningkat, sedan@ 
sumberdaya wiiayah pesisir tetap atau cendenrng 
berhrmg. Di sisi lain pemanfaatan sumberdaya 
wilayah pesisir yang ada saat ini h a n g  rmah  
linghngan dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini 
&mya akan m 
dayah  pesisir. 

Penyebab utarna beluan admya penaaan mmg 
wifayah pesisir addah : 
e Belurn adanya peraturan yang tegas tentang 

penatam mang wilayah pesisir, baik pedoman 
pelaksmaamya ma- peraturan penmjang 
I h y a  

k b a t  yang ditimbdkan addah : 
e Konflik kewenangan dalam pemanfaatan 

mberdayadayah pesisir m& taj arn, kegiatan 
yanghunpanghndlh 

e Pelanggaran h u b  oleh p 
sm&nluas, midnya &dam p s h  hutan man- 

e di jalur hijau (green belt), msaknya t e m b u  
(~0rdreeJ)karenapmgkapanlkan dengan 

cara pengeboman (blast Jishing) dan atau 
menggunakan bahan kimia be ram botasim 
sianida) 

pantai, adanyapernbangum di sewadan pmtai, 
a akses masyarakat ke pmtEni, sehingga 
pantai menjadi eksklu~f 



Lesson-learned Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Lampung-Indonesia : Keberhasilan & Hambatannya 

SA 6-1 : Penyusunan rencana tata 
ruang dayah  pesisir 

Indikator C-1 
e Tersusunnya rencana tata mang kawasm p e s k  

berbasis masyarakat dm rmah lingkungan 

Strategi C-1 
e Melibatkan masyasakat dalm proses pevsunm 

tatam~vvilayahpesisir 
e SosiitlisaSi ren~atla fafa 

C-2 : Mengintegrasikan rencana 
tats ruang wlayah pesisir daliarn dan 
Rmw 

hdib to r  C-2 
remana tata mmg~fayah kabupakn 

dm proping yang mencakup ~ l a y h  pesisir 

Str;ltegi 6-2 
o Revisi RmW dan RmW dengmmensy 

o Memberdayakan tim penataan 
ma1 dengm mengihtsertakan institusi non- 
pemerintah 

PaEKC)fL/IENDASI 
Upaya penmggulangm kerns&= wilayah 

pesisir memerlukm suatu upaya pengeldm seem 
terpadu (Integ~ted CoastaEMmagement), yang 
memuat keterpaduan Sistem &&,I), Fungi 
(harmonisasi antar lemb aga), dan Kebij akan 
(konsistensi program pusat-daerah). ICM dapat 
rnengmbll beberapa be& yang krgmmg dmgm 
konteksnya, tetapi secara prinsip di fokush pada 
peningkatan pemanfaatan surnberdaya pesisir sxara 
berkelmjutan melalui proses-proses in te ra f  d d m  
pengembangan peraturanlproduk hukum dan 
kebijakan, koordinasi Iintas sektoral dm pen&&km 
(Olsen et al. 1998, Cich-Sain and Knecht 1998, 
Kay and Alder 1999). 

Brogrm ICM adalah suatu program rnulti 
sektor dan lintas kewenmgm yang hmya dibatasi 
dengan baas-bats ekologi. ICM addah suatu upaya 
yang dapat ditawarkan unhrk meadin komimen 

keleanbagaan yang memfokuskan padaupayaqaya 
yang bermanfaat dalarn konservasi bio&versitas, 
pengembangan matapencalidm, dm pening&atm 
kesehatan masyarbt dm l ingkungmya. 

P r i n s i p p ~ p  pengdolaan\J\lilay&@siryang 
sangat terkait dengm ICM addah : 

Menciptakan visi unhrk mengarahkan stmegi 
perencanaan untuk m e n g b d d  kepubsan 
sepihdsehoral 
Mengaw kqada prinsip keeerpaduan 
Mempromosikan a s p a r m i  ddm perenc 

danpePnbuatan keputusan 

pa& pernerintah saj a 
"gOOdscienee9' dm S o m &  y q  

proyek 
e M e n g e m p e l  
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